
 
KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

DI SAMARINDA 

Nomor :  065/1204/Penda-I/VIII/2020 
 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT SAMARINDA 

UPTD PPRD WILAYAH SAMARINDA 
 

Menimbang :  a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik 

sesuai   dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan 

guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. 

 b.  Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan 

kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu 

ditetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat dengan 

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

Mengingat :    1.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2720). 

 2.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 

138. Tanbahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 2721). 

 3.  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran  Negara Tahun 1999 Nomor  42, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4125). 

 4.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3851). 

 5.  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian. 

 6.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4846). 

 7.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
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Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5025). 

 8.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 

 9.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049). 

 10. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

 11.  Peraturan Pemerintah Nomor  53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin 

Pegawai  Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5135). 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif 

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

 13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 191). 

 14.  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6). 

 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar 

Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintan Jalan. 

 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar 

Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang 

Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, 

Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara. 

 17. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pembentukkan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit 

Pelaksana Tehnis Dinas. 

 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang 

Nomenklatur  Jabatan Pelaksana Bagi PNS Dilingkungan Instansi 

Pemerintah. 

 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor  15 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Standar Pelayanan. 



 


